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DAYA GUNA DIMENSI BAHASA
DALAM UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA

Hugo Warami 

Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNIPA - Manokwari
pos-el: warami_hg@yahoo.com 

Abstrak
Artikel ini bertujuan menggambarkan penggunaan bahasa yang diimplementasikan melalui dokumen negara yang disebut 
Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Tahun 2001 yang memiliki relasi makna tentang status, situasi dan kondisi sosial 
politik Tanah Papua dalam rangka memperkokoh bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artikel ini didasari oleh 
tiga asumsi yang dapat diulas pada uraian selanjutnya tentang (1) penggunaan bahasa dalam ranah politik Papua, (2) relasi 
kekhasan bahasa politik dalam undang-undang otonomi khusus Papua, dan (3) ideologi bahasa politik memiliki relasi dengan 
situasi politik Papua. Sejalan dengan konstruksi bahasa sebagai alat yang dipakai oleh manusia untuk mengkoordinasi 
tindakannya dalam konteks hubungan sosial. Makna suatu kata ada pada penggunaannya dalam bahasa. Jika bahasa dilihat 
sebagai sebuah alat, berarti bahasa adalah perbuatan atau aksi dan juga petunjuk untuk berbuat atau melakukan aksi.

Kata Kunci: Relasi Makna, Ideologi Bahasa, Undang-Undang  dan Otonomi Khusus Papua 

Abstract
This article aims to describe the use of language which is implemented through a legal document called a Special Autonomy 
Law on Papua in 2001 had a relative sense of status, socio-political situation and the condition of Papua in order to strengthen 
the frame of the Republic of Indonesia. This article is based on three assumptions that can be reviewed in further description 
of (1) the use of language in the political sphere Papua, (2) the relation distinctiveness political language in the statute of 
special autonomy to Papua, and (3) the ideology of political language has a relationship with the political situation Papua. 
Along with the construction of language as a tool used by humans to coordinate their actions in the context of social 
relationships. Then there is the use of a word in the language. If the language is seen as a tool, means the language is the 
act or acts and also instructions to do or perform the action.

Keywords: Relationship Meaning, Language Ideology, Law and Papua Special Autonomy

digunakan sebagai alat politik. Dalam konteks 
politik lokal Papua, penggunaan bahasa politik dapat 
diimplementasikan melalui pidato-pidato politik atau 
dokumen negara lainnya tentang  status, situasi dan 
kondisi sosial politik Tanah Papua (otonomi khusus, 
pemekaan dan merdeka) dalam rangka memperkokoh 
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daya guna dimensi bahasa yang terkandung 
dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua 
sarat dengan nuansa linguistik yang bukan hanya apa 
yang dipahami, namun pemahaman itu sendiri pada 
hakikatnya juga linguistik. Memahami sesungguhnya 
nilai filosofi dasar yang tersingkap dibalik undang-
undang tersebut sesungguhnya sangat berarti dalam 
menemukan kata dan konsep untuk menguraikan 
makna sebuah teks undang-undang atau memaknai 
sebuah peristiwa sejarah memoria passionis yang 
diterima keberadaannya.

Dari uraian di atas, maka yang menjadi titik 
incar dalam kajian ini adalah Daya Guna Dimensi 
Bahasa Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. 
Kajian ini dapat memproyeksikan dimensi yang 
didayagunakan dalam Undang-Undang Otonomi 

PENDAHULUAN
Bahasa merupakan medium yang digunakan 

oleh masyarakat untuk mengeksplorasikan gambaran 
hidup tentang sebuah ruang dunia yang utuh serta 
cara pandang tentang potret kehidupannya. Selain 
itu, sebagai sistem pengetahuan masyarakat, bahasa 
dapat dipahami sebagai sumber daya yang terlahir 
secara alamiah dalam ruang batin masyarakat 
pemiliknya sendiri. Bahasa yang abstrak itu juga 
dipandang sebagai cara untuk mendeskripsikan dan 
memberikan informasi tentang dunia yang ada di 
sekitarnya. Sebagai alat komunikasi, bahasa juga 
dipakai sebagai alat atau wujud teks yang mengandung 
cara untuk mengatakan atau menuliskan sesuatu 
peristiwa, pengalaman, pandangan, dan kenyataan 
hidup tertentu.

Bahasa politik yang terurai atas teks-teks 
politik sering diidentikkan dengan bahasa birokrasi 
pemerintah sebagai alat kekuasaan negara. Daya 
guna dimensi bahasa yang terkemas dalam bahasa 
slogan atau propaganda, bahasa pidato penguasa 
(pejabat pemerintah) dan bahasa lainnya yang berada 
dalam kepentingan politik merupakan bahasa yang 
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Khusus Papua pada (i) piranti sinonim, (ii) piranti 
antonim, (iii) piranti hiponim, dan (iv) piranti relasi 
makna dan ideologi.

PRINSIP DAYA GUNA DIMENSI BAHASA
Hubungan antara kata dengan maknanya 

memang bersifat arbitrer, artinya tidak ada hubungan 
wajib antara deret fonem pembentuk kata itu dengan 
maknanya. Hubungan yang dibangun lebih bersifat 
konvensional, artinya telah disepakati oleh setiap 
anggota masyarakat suatu bahasa untuk mematuhi 
hubungan itu sehingga komunikasi verbal dapat 
berlangsung dengan baik (lihat Chaer, 2009:32; 
Wijana dan Rohmadi, 2008:19; Sudaryat, 2008:35). 
Secara singkronis, hubungan antara kata dengan 
maknanya (maka sebuah kata) tidak akan berubah, 
tetapi secara diakronis ada kemungkinan bisa berubah 
sesuai dengan perkembangan budaya dan masyarakat 
yang bersangkutan.

Relasi makna atau relasi leksikal menurut 
Sudaryat (2008:34) memiliki bermacam-macam 
hubungan makna yang terdapat pada sebuah kata 
atau leksem. Makna kata-kata itu membentuk pola 
tersendiri yakni pola tautan semantik atau relasi 
leksikal. Tautan antara kata-kata itu berwujud sinonim, 
antonim, homonim, polisemi, hiponim, dan akronim. 

Ideologi merupakan istilah murni deskriptif 
sebagai ‘sistem berpikir’, ‘sistem kepercayaan’, 
‘praktik-praktik simbolik’ yang berhubungan dengan 
tindakan sosial dan politik. Ideologi secara mendasar 
berhubungan dengan proses pembenaran hubungan 
kekuasaan yang tidak simetris, berhubungan dengan 
proses pembenaran dominasi. Ideologi bekerja sebagai 
perekat hubungan sosial yang mengikat anggota 
masyarakat secara bersama dengan menetapkan nilai-
nilai dan norma-norma yang disepakati secara kolektif. 
Selain itu, Castroriadis dan Lefort dalam Thompson 
juga memperkenalkan ciri dasar ideologi, yakni 
ideologi bukanlah banyangan tertentu dari dunia 
sosial tetapi ia adalah bagian dari dunia itu sendiri; 
merupakan elemen yang kreatif dan konstruktif dalam 
kehidupan sosial (2003:17-19). 

Fenomena ideologi tampak pada pandangan 
Lefort dalam Thompson (2003:49) sebagai satu 
tipe wacana tertentu yang digolongkan ke dalam 
tatanan spesifik imajinasi. Ideologi adalah tipe 
wacana yang membenarkan legitimasi dengan 
mengacu pada realism transedental, realisme tuhan-

tuhan, figur spiritual, dan mistis. Wacana ideologis 
tercermin dalam kehidupan sosial; ia berusaha 
menyembunyikan pembagian sosial dan temporalitas 
tanpa mempertimbangkan ‘dunia lain’. Dengan 
demikian terdapat relasi tunggal antara ideologi dan 
‘masyaratak historis’; ‘ideologi adalah hubungan 
bersama representasi yang berfungsi membangun 
kembali dimensi masyarakat “tanpa sejarah” pada 
masyarakat historis yang paling pokok’.

KERANGKA TEORI
Kerangka teori yang menjadi pijakan utama 

dalam penulisan ini bukanlah sebagai wahana untuk 
memberikan pembenaran atau meramalkan fenomena 
terhadap data yang diamati, dan pada akhirnya akan 
bertemu pada titik penolakan atau penerimaan 
terhadap teori yang digunakan. Landasan teori dalam 
penulisan ini lebih berfungsi sebagai (1) pemandu 
agar focus penulisan sesuai dengan lapangan, (2) alat 
untuk memberikan gambaran umum tentang latar 
penulisan, (3) tempat pembahasan hasil-hasil kajian, 
dan (4) bahan penjelasan dalam rangka menghasilkan 
suatu “teori” yang langsung dipakai dan berasal dari 
data penulisan.

Landasan teori yang menjadi pijakan utama 
dalam penulisan ini adalah Teori Semantik (Semantik 
Leksikal) Palmer (1976:59-91) mengungkapkan 
tentang struktur leksikal yang melandasi relasi 
makna, yakni (1) sinonim, (2) polisemi dan hominimi, 
(3) hiponimi, (4) antonimi dan di dukung oleh oposisi 
hubungan dan komponen maknanya. Sedangkan, 
Lyons (1977) mengungkapkan struktur leksikal 
hanya mencakup (1) homonimi dan (2) polisemi 
serta komponen entri leksikal, leksem kompleks, dan 
leksem majemuk. Selain itu, relasi makna yang disebut 
juga tautan makna menurut Sudaryat (2008:34-36) 
yang berwujud sinonim, antonim, homonim, polisemi, 
hiponim, dan akronim. Perwujudan tautan makna 
itu melandasi parameter kategori sebagai berikut: 
1) relasi antara bentuk leksikal dan makna leksikal 
yang melibatkan sinonim dan polisemi: (a) sinonim: 
lebih dari satu bentuk bertalian dengan satu makna, 
dan (b) polisemi: bentuk yang sama memiliki lebih 
dari satu makna yang bertautan; 2) relasi antara dua 
maknayang melibatkan antonimi dan hiponimi: (a) 
antonimi: posisi sebuah makna diluar makna yang 
lain, dan (b) hiponimi: cakupan makna dalam sebuah 
makna yang lain; 3) relasi antara dua bentuk yang 
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melibatkan homonimi dan homofoni: (a) homonimi: satu 
bentuk mengacu dua referen yang berlainan, dan (b) 
homofoni: satu bunyi mengacu dua bentuk dan dua 
referen yang berlainan; 4) relasi antara bentuk-bentuk 
yang melibatkan akronimi, singkatan, kontraksi, dan 
haplologi: (a) akronimi: kata yang berupa gabungan 
huruf atau suku yang diucapkan sebagai kata yang 
wajar, (b) singkatan: kata yang berupa gabungan huruf-
huruf sebagai kependekatan dari ujaran, (c) reduksi: 
kata yang berupa pemendekan atau pemenggalan 
sebagaian fonem atau suku kata, dan (d) haplologi: 
kata yang berupa gabungan kata-kata yang kehilangan 
fonem-fonem karena bersamaan dan berurutan.Selain 
itu, dalam semantik leksikal terdapat pula prinsip-
prinsip relasi makna, yakni 1) prinsip tumpang tindih, 
2) prinsip persinggungan, 3) prinsip komplementasi, 
4) prinsip inklusi, dan 5) prinsip kontraksi. 

Co l l in son  da l am Ul lman  (2007:177 ) 
mentabulasikan perbedaan-perbedaan antara sinonim-
sinonim ke dalam sembilan parameter sebagai berikut: 
1) satu kata lebih umum dari pada yang lain: refuse – 
reject (bd.binatang – hewan), 2) satu kata lebih intens 
dari yang lain: repudiate – refuse (bd.mengamati – 
memandang), 3) satu kata lebih emotif daripada yang 
lain: reject – decline (bd.memohon – meminta), 4) satu 
kata dapat mencakup penerimaan atau penolakan 
moral sedangkan yang lain netral: thirfty – economical 
(sedekah – pemberian, hemat – ekonomis), 5) satu kata 
lebih profesional daripada yang lain: desease – death 
(bd.riset – penelitian), 6) satu kata lebih literer daripada 
yang lain: passing – death (bd.mafhum – memahami; 
puspa – bunga, ibunda – ibu), 7) satu kata lebih kolokia 
(bersifat keseharian) daripada yang lain: turn – down – 
refuse (bd.aku – saya), 8) satu kata lebih bersifat lokal 
atau dialek daripada yang lain: bahasa Inggris Scots 
flesher – butcher (bd.lu : gua [Jakarta] – kamu : saya), dan 

9) salah satu dari sinonim termasuk bahasa kanak-
kanak: daddy – father (bd. mama – ibu, mimik – minum).

Nida (1975:182) mengungkapkan tentang 
klasifikasi komponen semantik terdiri atas (1) the 
common components, (2) the diagnostic components, 
dan the supplementary components. Selain itu, Nida 
(1975:54-61; Sudaryat, 2009:57-58) ada enam langkah 
lagi menganalisis komponen makna sebagai berikut: 
(1) menyeleksi sementara makna yang muncul dari 
sejumlah komponen yang umum dengan pengertian 
makna yang dipilih masih berada dalam makna 
tersebut. Misalnya, dalam kriteria marah terdapat 
leksem ‘mendongkol’, ‘menggerutu’, ‘mencacimaki’, 
dan ‘mengoceh’; (2) mendaftarkan semua ciri spesifik 
yang dimiliki oleh rujukan. Misalnya, untuk kata ayah 
terdapat terdapat cirri spesifik antara lain: [+insan], 
[+kawin], dan [+anak]; (3) menentukan komponen 
yang dapat digunakan untuk kata yang lain. Misalnya, 
ciri ‘kelamin perempuan’ dapat digunakan untuk 
kata ‘ibu’, kakak perempuan, adik perempuan, bibi dan 
nenek; (4) menentukan komponen diagnostik yang 
dapat digunakan untuk setiap kata. Misalnya, untuk 
kata ayah terdapat komponen diagnostik ‘jantan’ satu 
turunan di atas ego; (5) mengecek data yang dilakukan 
pada langkah pertama, dan (6) mendeskripsikan 
komponen diagnostiknya, misalnya dalam bentuk 
matriks. 

PEMBAHASAN
Piranti Sinonim yang Didayagunakan 

Pendayagunaan piranti sinonim dalam Undang-
Undang Otonomi Khusus Papua memiliki kesamaan 
makna yang secara menyeluruh sehingga saling 
dapat menggantikan dalam konteks apa pun kata itu 
muncul, akan selalu dapat digantikan oleh pasangan 
sinonimnya. Perhatikan data berikut.

Tabel 1. Piranti Sinonim dalam UU Otsus Papua

No. Piranti  Sinonim Makna Dasar Makna Tambahan Ket.

01. Provinsi  Irian 
Jaya

Provinsi Papua Wilayah yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 1 
butir a

02. Kewenangan 
Khusus

Otonomi Khusus Kewenangan yang diakui dan diberikan untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-
hak dasar masyarakat Papua

Pasal 1 
butir b

03. Pemerintah Pemerintah Pusat Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
terdiri atas Presiden beserta para menterinya

Pasal 1 
butir c

04. Gubernur Pemerintah Daerah 
Provinsi

Perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Pasal 1 
butir d
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No. Piranti  Sinonim Makna Dasar Makna Tambahan Ket.

05. Gubernur Papua Gubernur 
ProvinsiPapua

Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang 
bertanggung jawab penuh menyelenggarakan 
pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil 
Pemerintah di Provinsi Papua

Pasal 1 
butir e

06. DPRP Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi 
Papua

Badan legislative daerah provinsi Papua Pasal 
1burit f

07. Majelis Rakyat 
Papua

Representasi Kultural 
orang asli Papua

Badan kultural orang asli Papua, yang memiliki 
wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-
hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada 
penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan 
perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup 
beragama

Pasal 1 
butir g

08. Lambang Daerah Panji Kebesaran Simbol cultural bagi kemegahan jati diri orang Papua 
dalam bentuk bendera dan lagu daerah

Pasal 1 
butir h

09. Distrik Kecamatan Wilayah kerja pemerintahan ditingkat kecamatan sebagai 
perangkat kerja kabupaten/kota

Pasal 1 
butir k

10. Kampung Desa Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan 
berada di daerah Kabupaten/Kota

Pasal 1 
butir l

11. Orang Asli 
Papua

Ras Melanesia Orang yang yang terdiri dari suku-suku asli di tanah 
Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai 
orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua

Pasal 1 
butir t

Sumber: UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua (Diolah oleh Hugo Warami, 2015)

Piranti Antonim yang Didayagunakan 
Pendayagunaan piranti antonim dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua memiliki sifat dua arah 

yang berupa kata/frasa dan kalimat yang maknanya dianggap oposisi atau kebalikan dari makna ungkapan 
lain. Perhatikan data berikut.

Tabel 2. Piranti Sinonim dalam UU Otsus Papua

No. Piranti Antonim Oposisi Kata Keterangan

01. Majelis Rakyat Papua (MRP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Pasal  1ayat g

02. Lambang Daerah Lambang Nasional
 “Burung Garuda dan Perisai”

Pasal 2ayat 2

03. Lagu Daerah Lagu Nasional Pasal 1ayat h

04. Simbol Kultural Simbol Kedaulatan Pasal 1ayat h

05. Kampung Kota Bab V, pasal 5/5

06. Hukum Adat Hukum Negara Bab XIV,psl 51

07. Orang Asli Papua Orang Pendatang “Nusantara” Pasal 1ayat t

Sumber: UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua (Diolah oleh Hugo Warami, 2015)

Data (01) piranti antonim Majelis Rakyat Papua 
(MRP) keberadaannya dipertentangkan dengan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR). MRP merupakan 
lembaga representasi kultural orang asli Papua 
yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka 
perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan 
berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan 
budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan 
hidup beragama serta berkedudukan di Papua. 

Sedangkan MPR merupakan perangkat lembaga 
tinggi negara yang berkedudukan di Jakarta sebagai 
representasi anggota legislatif  hasil pemilihan umum 
di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dengan demikian secara semantis-fonologis, keduanya 
bermakna sebagai lembaga representatif yang berbeda 
tempat kedudukan, tugas pokok dan fungsi.
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Data (02) piranti antonim lambang daerah 
keberadaannya dipertentangkan dengan lambang 
nasional ‘burung Garuda dan Perisai’. Lambang daerah 
merupakan amanat Undang-Undang Otonomi 
Khusus Papua sebagaimana dalam Bab II pasal 2, 
ayat 2 menyatakan bahwa provinsi dapat memilki 
lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol 
kemegahan dan jati diri orang Papua. Sedangkan 
lambang nasional adalah burung Garudadan perisai 
merupakan simbol kedaulatan yang tak terpisahkan 
dalam kehidupan kenegaraan pada bingkai Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian 
secara semiotik, keduanya sebagai teks budaya yang 
bermakna sebagai lambang yang memiliki fungsi 
berbeda. Untuk lambang nasional terdiri atas tiga 
bagian, yakni (1) lukisan burung garuda rajawali, (2) 
perisai pancasila, dan (3) semboyang Tantular yang 
ketiganya mengandung unsur-unsur nasionalisme. 
Sedangkan lambang daerah yang dimaksudkan dalam 
Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hingga 
kini belum disahkan karena masih dianggap sebagai 
simbol separatisme.

Data (03) piranti  antonim lagu daerah 
keberadaannya dipertentangkan dengan lagu nasional. 
Lagu daerah merupakan amanat Undang-Undang 
Otonomi Khusus Papua sebagaimana dalam Bab 
II pasal 2, ayat 2 menyatakan bahwa provinsi dapat 
memilki lagu daerah sebagai roh dan jiwa jati diri 
orang Papua. Sedangkan lagu nasional adalah lagu-
laguyang diakui secara nasional dan merupakan 
simbol kenegaraan yang tak terpisahkan dalam 
kehidupan berbangsa pada bingkai Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Dengan demikian secara 
semantik, keduanya sebagai teks budaya yang bermakna 
sebagai simbolbudaya yang menjadi puncak-puncak 
kebudayaan dengan fungsi yang berbeda. 

Data (04) piranti antonim simbol kultural  
keberadaannya dipertentangkan dengan simbol 
kedaulatan. Simbol kultural merupakan amanat 
Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sebagaimana 
dalam Bab II pasal 2, ayat 2 menyatakan bahwa 
provinsi dapat memilki simbol kultural sebagai simbol 
kemegahan dan jati diri orang Papua. Sedangkan 
simbol kedaulatan negara menjadi simbol resmi 
dalam setiap kegiatan dan dokumen resmi kenegaraan 
pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dengan demikian secara semantik, keduanya sebagai 
teks budaya yang bermakna sebagai simbol budaya 

yang menjadi wakil simbol pada bidang fungsi yang 
berbeda.

Data (05) piranti antonim kampung  keberadaannya 
dipertentangkan dengan kota. Kampung merupakan 
kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam 
sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah 
kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam 
Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Bab V pasal 
5, ayat 7 menyatakan tentang pemerintahan kampung. 
Sedangkan kota merupakan simbol fenomena 
politik yang didalamnya beroperasi berbagai bentuk 
relasi kekuasaan; di dalamnya berlangsung berbagai 
dominasi kelompok  atas kelompok lain; di dalamnya 
ada perebutan kekuasaan terus menerus di antara 
kelompok-kelompok sosial; menjadi ruang yang di 
dalamnya terjadi segmentasi manusia berdasarkan 
kelompok sosial, politik, profesi, etnisitas, dan budaya 
pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dengan demikian secara semantik, keduanya sebagai 
teks budaya yang bermakna sebagai simbol budaya 
dengan bidang fungsi yang berbeda. Kampung 
mempunyai fungsi dan kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan 
asal-usul dan adat istiadat setempat. Kota mempunyai 
banyak fungsi, yaitu 1) fungsi utilitas (tempat tinggal, 
bisnis, pemerintahan, administrasi, dan pendidikan); 
2) fungsi simbolis (kota kembang, kota hujan, kota 
buaya,kota udang, kota berhiber, dan kota pura); 3) 
fungsi politis (kota perjuangan); dan 4) fungsi estetis 
(monumen). 

Data (06) piranti  antonim hukum adat  
keberadaannya dipertentangkan dengan hukum 
negara. Hukum adat merupakan amanat Undang-
Undang Otonomi Khusus Papua sebagaimana dalam 
Bab XIV pasal 51 tentang kekuasaan peradilan. 
Hukum negara merupakan predikat pada negara 
yang mengeksploitasihukum dan peradilan sebagai 
bagian dari kepentingan kekuasaan atau tidak 
terikatnya kekuasaan dan kroni kekuasaan pada 
ketentuan hukum (impunity) dalam bingkai Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian 
secara semantik, keduanya sebagai teks hukum yang 
bermakna sebagai simbol hukummemiliki fungsi yang 
berbeda.Hukum adat berfungsi sebagai aturan atau 
norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat 
hukum adat, mengatur,mengikat dan dipertahankan 
serta mempunyai sanksi. Sedangkan hukum negara 
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berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan 
negara yang masuk dalam kategori negara role of law.

Data (07) piranti antonim orang asli Papua(Komin) 
keberadaannya dipertentangkan dengan orang 
pendatang (Amber-Nusantara). Orang Asli Papua 
merupakan orang-orang yang berasal dari rumpun 
ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di 
Provinsi Papua dan atau orang yang diterima dan 
diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat 
adat Papua berdasarkan amanat Undang-Undang 
Otonomi Khusus Papua sebagaimana dalam Bab I 
pasal 1, butirt. Sedangkan orang pendatang (Amber-
Nusantara)merupakan orang-orang yang berasal 
dari berbagai rumpun rasa tau etnis di nusantara 
yang telah hidup berdampingan dalam rentang 
waktu yang cukup lama dengan berbagai tugas dan 
kegiatan dan ikut membangun kehidupan berbangsa 
dan bernegara yang majemuk dalam bingkai Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian 
secara semantik, keduanya sebagai teks di atas memiliki 
makna yang berbeda.

Piranti Hiponim yang Didayagunakan 
Pendayagunaan piranti hiponimi dalam Undang-

Undang Otonomi Khusus Papua memiliki hubungan 
semantik antara makna spesifik dan generik, atau 
antara anggota taksonomi dan nama taksonomi, 
atau kata-kata yang tingkatannya ada di bawah kata 
lain yang menjadi superordinatnya, hipernim, atau 
atasnya. 

Hubungan dalam hiponinmi bersifat unilateral 
atau searah, berbeda dengan sinonim yang memiliki 
hubungan bilateral atau simetris. Hiponimi 
mengandung hubungan transitifitas, artinya jika A 
adalah hiponim dari B dan B adalah hiponim dari 
C, maka A seharusnya merupakan diponim dari C. 
Dalam hiponim terdapat dua hal, yaitu (1) hiponim 
tingkat atas disebut superodinat, dan (2) hiponim 
tingkat bawah yang disebut subordinat atau hiponim. 
Perhatikan data berikut.

(01) Pemerintah 

 

 Pusat Provinsi  Kabupaten  Kota Distrik    Kampung

 
 
(02) Eksekutif  

 

Gubernur   Bupati    Walikota 

 
 

 

(03) Peraturan 

 

Perdasus  Perdasi  Keputusan Gubernur 

 
(04) Penerimaan Provinsi 

 
 
 
Pendapatan Asli Dana Perimbangan Penerimaan Provinsi       Pinjaman Daerah 
Provinsi Penerimaan   dalam rangka Otsus  

  lain-lain yang sah 
  

(05)Pendapatan Asli Provinsi 

 

Pajak Daerah         Retribusi Daerah BUMD/Kekayaan Daerah lainnya  
 

Data (01) piranti hiponimi pemerintahmerupakan 
perangkat pemerintah daerah Provinsi Papua dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki 
wilayah-wilayah kekuasaan yang disebut pemerintah 
pusat (superordinat) dan pemerintah daerah: provinsi, 
kabupaten, kota, distrik dan kampung (subordinat).

(01) Pemerintah 

 

 Pusat Provinsi  Kabupaten  Kota Distrik    Kampung

 
 
(02) Eksekutif  

 

Gubernur   Bupati    Walikota 

 
 

 

(03) Peraturan 

 

Perdasus  Perdasi  Keputusan Gubernur 

 
(04) Penerimaan Provinsi 

 
 
 
Pendapatan Asli Dana Perimbangan Penerimaan Provinsi       Pinjaman Daerah 
Provinsi Penerimaan   dalam rangka Otsus  

  lain-lain yang sah 
  

(05)Pendapatan Asli Provinsi 

 

Pajak Daerah         Retribusi Daerah BUMD/Kekayaan Daerah lainnya  
 

Data (02) piranti hiponimi eksekutif merupakan 
perangkat pemerintah daerah Provinsi Papua dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki 
kewenangan kekuasaan mewakili pemerintah pusat 
dari daerah:gubernur, bupati dan walikota.

(01) Pemerintah 

 

 Pusat Provinsi  Kabupaten  Kota Distrik    Kampung

 
 
(02) Eksekutif  

 

Gubernur   Bupati    Walikota 

 
 

 

(03) Peraturan 

 

Perdasus  Perdasi  Keputusan Gubernur 

 
(04) Penerimaan Provinsi 

 
 
 
Pendapatan Asli Dana Perimbangan Penerimaan Provinsi       Pinjaman Daerah 
Provinsi Penerimaan   dalam rangka Otsus  

  lain-lain yang sah 
  

(05)Pendapatan Asli Provinsi 

 

Pajak Daerah         Retribusi Daerah BUMD/Kekayaan Daerah lainnya  
 

Data (03) piranti hiponimi peraturan merupakan 
perangkat pelaksanaan kewenangan-kewenangan 
pemerintah daerah Provinsi Papua dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekuatan 
dan kekuasaan untuk dipatuhi dan dilaksanakan 
demi penyelenggaraan pemerintahan: PERDASUS 
(Peraturan Daerah Khusus), PERDASI (Peraturan 
Daerah Istimewa), dan Keputusan Gubernur (Pentunjuk 
pelaksanaan kewenangan yang dikeluarkan oleh 
gubernur). 

(01) Pemerintah 

 

 Pusat Provinsi  Kabupaten  Kota Distrik    Kampung

 
 
(02) Eksekutif  

 

Gubernur   Bupati    Walikota 

 
 

 

(03) Peraturan 

 

Perdasus  Perdasi  Keputusan Gubernur 

 
(04) Penerimaan Provinsi 

 
 
 
Pendapatan Asli Dana Perimbangan Penerimaan Provinsi       Pinjaman Daerah 
Provinsi Penerimaan   dalam rangka Otsus  

  lain-lain yang sah 
  

(05)Pendapatan Asli Provinsi 

 

Pajak Daerah         Retribusi Daerah BUMD/Kekayaan Daerah lainnya  
 

Data (04) piranti hiponimi penerimaan provinsi 
merupakan perangkat penyelenggaraan pemerintah 
daerah Provinsi Papua yang memiliki kewenangan 
membiayai kegiatan pemerintahan atas beban 
anggaran pendapatan dan belanja daerah yang 
terdiri atas: pendapatan asli provinsi, dana perimbangan, 
penerimaan provinsi dalam rangka otonomi khusus Papua, 
pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang sah.

(01) Pemerintah 

 

 Pusat Provinsi  Kabupaten  Kota Distrik    Kampung

 
 
(02) Eksekutif  

 

Gubernur   Bupati    Walikota 

 
 

 

(03) Peraturan 

 

Perdasus  Perdasi  Keputusan Gubernur 

 
(04) Penerimaan Provinsi 

 
 
 
Pendapatan Asli Dana Perimbangan Penerimaan Provinsi       Pinjaman Daerah 
Provinsi Penerimaan   dalam rangka Otsus  

  lain-lain yang sah 
  

(05)Pendapatan Asli Provinsi 

 

Pajak Daerah         Retribusi Daerah BUMD/Kekayaan Daerah lainnya  
 

Data (05) piranti hiponimi pendapatan asli provinsi 
merupakan perangkat pemerintah daerah Provinsi 
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Papua yang memiliki kewenangan menarik, menerima 
dan mengelola sumber-sumber penerimaan asli daerah 
yang terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, dan 
BUMD atau kekayaan daerahlainnya.
 
(06) Bagi Hasil Pajak 
 
 
 
PBB  Bea Perolehan Hak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
(90 %)  tanah & bangunan (80%) (20 %) 
 
 
 
(07) Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
 
 
 
Kehutanan            Pertambangan Umum   Pertambangan 
    (80 %)          Perikanan     (80%)    Minyak Bumi          Pertambangan Gas Alam 
       (80 %)              (70%)                 (70%) 
 
 

Data (06) piranti hiponimi bagi hasil pajak 
merupakan perangkat pemerintah daerah Provinsi 
Papua yang memiliki kewenangan menarik, menerima 
dan mengelola sumber-sumber penerimaan asli 
daerah yang terdiri atas: pajak bumi-bangunan (90%), 
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (80%), dan 
pajak penghasilan orang pribadi (20%).

 
(06) Bagi Hasil Pajak 
 
 
 
PBB  Bea Perolehan Hak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
(90 %)  tanah & bangunan (80%) (20 %) 
 
 
 
(07) Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
 
 
 
Kehutanan            Pertambangan Umum   Pertambangan 
    (80 %)          Perikanan     (80%)    Minyak Bumi          Pertambangan Gas Alam 
       (80 %)              (70%)                 (70%) 
 
 

Data (07) piranti hiponimi bagi hasil sumber 
daya alam merupakan perangkat pemerintah daerah 
Provinsi Papua yang memiliki kewenangan menarik, 
menerima dan mengelola sumber-sumber penerimaan 
asli daerah yang terdiri atas sektor: kehutanan 
(80%), perikanan (80%), pertambangan umum (80%), 
pertambangan minyak bumi (70%) dan pertambangan 
gas alam (70%).

Relasi Makna dan Ideologi yang 
Didayagunakan 

Relasi makna Otonomi Khusus memberikan 
kekuatan baru yang dapat membentuk ideologi 
baru sebagai sistem yang dipercayaisebagai orientasi 
tindakan (action-oriented) yang diorganisir dalam satu 
sistem yang koheren. Makna Otonomi Khusus Papua 
menghadirkan ideologi baru yang membenarkan 
kepercayaan atau ketidakpercayaan (penolakan) yang 
diekspresikan dalam kalimat-kalimat yang bernilai, 
kalimat-kalimat permohonan dan pernyataan 
eksplanatoris dalam undang-undang. Ideologi yang 
terungkap dari lahirnya Otonomi Khusus melalui 
Undang-Undang memberikan basis permanen 
yang relatif bagi sutau kelompok masyarakat untuk 
membenarkan kepercayaan pada  norma moral 
serta rasionalisasi berbasis kesadaran diri yang 
bertalian dengan legitimasi implementasi kebijakan 

pemerintah demi perlindungan, reformasi, destruksi 
atau rekonstruksi dari tatanan yang ada. Seluruh 
tindakan politik pada akhirnya diorientasikan pada 
perlindungan, reformasi, destruksi atau rekonstruksi 
tatanan sosial, dan karena itu seluruh tindakan 
politik perlu dituntun oleh sistem ideologi  suatu 
kepercayaan.

Relasi makna Majelis Rakyat Papua sebagai 
representasi cultural orang asli Papua melahirkan 
sebuah ideologi baru yang dimaksukan sebagai sebuah 
sistem proyeksi rasional yang memandang keaslian 
orang Papua agar dapat dilindungi hak-hak yang 
berlandaskan pada penghormatan pada adat dan 
budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan 
kerukunan hidup beragama.

Komponen Makna
Komponen makna atau komponen semantik 

(semantic feature) adalah satu atau beberapa unsur 
makna yang bersama-sama membetuk makna kata 
atau ujaran; setiap kata atau unsur leksikal  terdiri 
dari satu atau beberapa unsur yang sama-sama 
membentuk makna kata atau makna unsur leksikal 
tersebut. Makna suatu leksikon bahasa dapat diamati 
dari komponen-komponen yang terbingkai dibaliknya, 
namun tidak selamanya pemahaman dapat dimulai 
dengan menginterpretasi makna terlebih dahulu. 
Berapa indikator yang dapat membantu pemahaman 
interpretasi atas komponen makna, yaitu (1) dapat 
menjelaskan makna dimaksud penutur, (2) dapat 
bertindak seperti apa yang diinginkan penutur, 
(3) dapat mengungkapkan kata dalam kalimat 
sesuai dengan makna dan fungsinya, (4) dapat 
menyebutkan antonym atau sinonim suatu kata 
jika dapat ditemukan, (5) dapat bertindak dalam 
wujud gerakan motorik atau afektif jika menangkap 
leksikon yang ambiguitas, dan (6) dapat memperbaiki 
pemahaman penutur jika leksikonnya tidak sesuai 
dengan makna yang diharapkan (bd. Sudaryat, 
2009:56; Chaer, 2009:116; dan Pateda, 1985:144).  
Komponen makna yang terungkap pada relasi makna 
bahasa dan ideologi dalam Undang-Undang Otonomi 
Khusus Papua dapat dilihat dalam tabel komponen 
makna berikut ini.
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Tabel 3. Komponen Makna yang Didayagunakan

No. Komponen Makna Pusat Daerah Generik Spesifik Afirmatif

01. Provinsi Irian Jaya - + - + +

02. Kewenangan Khusus - + + + +

03. Pemerintah + + + + +

04. Gubernur - + + + +

05. DPR + + + + +

06. Majelis Rakyat Papua - + - + +

07. Lambang Daerah + + + + +

08. Distrik - + - + +

09. Kampung - + + + +

10. Orang Asli Papua - + - + +

 Sumber: UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua (Diolah oleh Hugo Warami, 2012)

Komponen makna pada tabel di atas, dapat 
diuraikan sebagai berikut: Provinsi Irian Jaya 
merupakan wilayah yang diberikan Otonomi 
Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dengan memiliki unsur-unsur komponen 
makna [- pusat], [+ daerah], [-generik], [+spesifik], 
dan [+afirmatif]. Kewenangan khusus merupakan 
kewenangan yang diakui dan diberikan untuk 
mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak 
dasar masyarakat dengan unsur-unsur komponen 
makna [- pusat], [+daerah], [+generik], [+spesifik],dan 
[+afirmatif].Pemerintah merupakan perangkat Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden 
berserta para menteri dan perwakilan pemerintah 
pusat di daerah memiliki unsur-unsur komponen 
makna [+pusat], [+daerah], [+generik], [+spesifik], 
dan [+afirmatif].Gubernur merupakan perangkat 
pemerintahan yang bertanggungjawab penuh dalam 
menyelenggarakan pemerintahan di daerah, sebagai 
wakil pemerintah dan badan eksekutif provinsi 
memiliki unsur-unsur komponen makna [-pusat], 
[+daerah], [+generik], [+spesifik], dan [+afirmatif]. 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan badan 
legislatif yang terdiri dari wakil-wakil rakyat memiliki 
unsur-unsur komponen makna [+pusat], [+daerah], 
[+generik], [+spesifik], dan [+afirmatif]. Majelis 
Rakyat Papua (MRP) merupakan badan representasi 
kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan 
tertentu dalam perlindungan hak-hak orang asli Papua 
dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap 
adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan 

pemantapan kerukunan hidup beragama memiliki 
unsur-unsur komponen makna [-pusat], [+daerah], 
[-generik], [+spesifik], dan [+afirmatif]. Lambang 
Daerah merupakan simbol kultural bagi kemegahan 
jati diri orang Papua dalam bentuk bendera dan lagu 
memiliki unsur-unsur komponen makna [-pusat], 
[+daerah], [-generik], [+spesifik], dan [+afirmatif].
Distrik merupakan wilayah kerja pemerintahan 
di tingkat kecamatan sebagai perangkat kerja 
kabupaten atau kota memiliki unsur-unsur komponen 
makna [-pusat], [+daerah], [-generik], [+spesifik], 
dan [+afirmatif]. Kampung merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan 
nasional dan berada di daerah kabupaten atau kota 
memiliki unsur-unsur komponen makna [-pusat], 
[+daerah], [+generik], [+spesifik], dan [+afirmatif].
Orang Asli Papua merupakan ras Melanesia yang terdiri 
dari suku-suku asli di tanah Papua dan/atau orang 
yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua 
oleh masyarakat adat Papua memiliki unsur-unsur 
komponen makna [-pusat], [+daerah], [-generik], 
[+spesifik], dan [+afirmatif].

SIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa daya guna dimensi bahasa dalam 
Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sebagai 
berikut. Pertama, piranti sinonim yang didayagunakan 
dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua 
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terdiri atas: Provinsi Irian Jaya, kewenangan khusus, 
pemerintah, gubernur, gubernur Papua, Dewan 
Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua, 
lambang daerah, distrik, kampung, dan orang asli 
Papua. Kedua, piranti antonim yang didayagunakan 
dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua 
terdiri atas: MRP vs MPR, vs lagu nasional, simbol 
kultural vs simbol kedaulatan, kampung vs kota, 
hukum adat vs hukum negara, dan orang asli Papua 
‘komin’ vs orang pendatang ‘amber-nusantara’. 
Ketiga, piranti hipinimi yang didayagunakan dalam 
Undang-Undang Otonomi Khusus Papua terdiri 
atas: pemerintah, eksekutif, peraturan, penerimaan 
provinsi, pendapatan asli provinsi, bagi hasil pajak, 
dan bagi hasil sumber daya alam. Keempat, relasi 
makna dan ideologi yang didayagunakan dalam 
Undang-Undang adalah Otonomi Khusus dan 
Orang Asli Papua. Kelima, unsur-unsur komponen 
makna yang didayagunakan mencakup: pusat, 
daerah, generik, spesifik, dan afirmatif. Kelima, 
kajian tentang relasi makna bahasa dan ideologi 
dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ini 
masih berupa kajian awal yang belum mengungkap 
sedetail permasalahan kebahasaan dalam undang-
undang tersebut, sehingga perlu kajian lanjutan 
untuk membedah lebih mendalam permasalahan 
kebahasaan yang menjadi kekuatan dalam memberi 
relasi makna dan ideologi dibaliknya.
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